BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATII'IGAN
NOMOR {3 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA ADMINISTRASI "TERPADU KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN KATING.AN
BUPATI KATINGAN,

bahwa persyaratan administrasi pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamaitan (PATEN) perlu adanya
uraian tugas sebagai pedornan untuk melaksanakan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Uraiar Tugas Pelaksana Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatar di Kabupaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di [Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takhun 2002 Nomor 18,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Rep-ublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembarein Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana te:lah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undaing Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2908 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahiun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah FPPusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2004 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Talun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahu:n 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangari (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomowr 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom:or 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembar:an Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Perafiurem  Pemerintah, MNMomer 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor [65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerimtah  antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dam Pemerintahan Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembare n Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peredraren Pemerintel Momeor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomnesia Nomor 474 1j;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara R:zpublik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrassi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembenfiuken Prodalk Frakarn Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembagian Urusan [Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Taliun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Keitingan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Katingan (Lerabaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 8

Peraturan Bupati Katingan No:mor 38 Tahun 2009 tentang
Pelimapelen, Sebegien Kewenengan Rupatl Kepede Cemef di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tah un 2009 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

» PERATIUURAN RBUPATI KATINGAN TENTANG URAIAN TUGAS

PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasad 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksu d dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Katingan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan,;
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bupaten Katingan;

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Katingan;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kelyapaten Kelingan,

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaks anaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Katingan untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan,;

Sekretaris Kecamatan adalah pimpinan Sekre :ariat Kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepacla Camat;

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang memipunyai tugas melaksanakan
teknis pelayanan,;

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN
adalah penyelenggaraen pelayanan publl di kecamaten dari tehap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II
TUJUAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal 2

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai tujuan
untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan
menjadi simpul bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten
Katingan;

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPAD'U KECAMATAN

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas :

a.
b.

C.

Camat;
Sekretaris Camat; dan
Kepala Seksi.

BAB IV
PENANGGUNGJAWAB PENYEL ENGGARA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPAIDU KECAMATAN

Pasal 4

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hun.f a, adalah penanggungjawab
penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kec:amatan (PATEN).

RAB VY
TUGAS POKOK PENYELENGGARA PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KEC'AMATAN

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas :
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memimpin, mengkoordinir, dan mengendalika n penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

menetapkan pelaksanaan teknis; dan

mempertanggungjawabkan kinerja kepada Bupati Katingan melalui
Selkreteris Decrak.

Pasal 6

Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dala‘m pasal 2 huruf b, mempunyai
tugas melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN);

Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud da’am pasal 2 huruf b, adalah
penanggungjawab kesekretariatan/ketatatisahaan penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

Sekretaris Camat mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan ke
Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekretaris Camat diganti oleh
salah satu Kepala Seksi;

Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) bertanggungjawab
kepada Camat.

Pasal 7

Kepala Seksi yang membidangi pelayanar: administrasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan teknis
pelayanan;

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan mempelajari berkas dan
melakukan validasi, selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk
diketik;,

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan mengoreksi dan memaraf surat,
kemudian surat dilanjutkan ke Sekretaris Cam at;

Kepala Seksi yang membidangl pelayanarl administrasi sebagaimana
dimaksud Pasal 2 huruf ¢, bertanggungjawab lzepada Camat.

Pasal 8

Pejabat penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, melakukan pengelolaan layanan secara
transparan dan akuntabel.

BAB VI
PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KITCAMATAN (PATEN)

Pasal 9

Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan {(PATEN), meliputi :

QL B LB o

Petugas informasi;

Petugas loket/penerima berkas;
Petugas operator komputer;
Petugas pemegang kas; dan
Petugas lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8, adalah Pegawai Negeri
Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil di Kecamat:an,

Penetapan pelaksana teknis sebagaimana diniaksud pada Pasal 9 ayat (1),
ditetapkan oleh Camat;



(3)

Personil pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1),
terdiri dari :

a.
b.

C.

d.

Petugas informasi 2(dua) orang atau disestiaikan dengan kebutuhan;
Petugas loket/penerima berkas, maksirmal 8 (delapan) orang / 8
(delapan) loket atau disesuaikan dengan kondisi daerah Kecamatan,;
Petugas operator komputer, maksimal 2 (dwe) oneng, diprihilen
cadangan apabila yang ditunjukan berhalea:ngan hadir; dan

Petugas pemegang kas, 1 (satu) orang.

Pasal 11

Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
meliputi :

Loket/meja pendaftaran;

Tempat pemrosesan berkas;

Tempat pembayaran;

Tempat penyerahan dokumen,;

Tempat pengolahan data dan informasi;
Tempat penanganan pengaduan,
Tempat piket;

Ruang tunggu; dan

Perangkat pendukung lainnya.
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Pasal 12

Petugas Informasi mempunyai tugas, antar lair :

a.
b.

C.
d.

g.

menyapa warga dan memberikan informassi kepada warga masyarakat;
menyapa pemohon yang datang dan rnemberitahukan kelengkapan
syarat;

meminta warga mengisi buku tamu;

bila warga akan mengurus surat, ciipersilahkan ke loket/meja
pelayanan;

bila warga akan bertemu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi atau
pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka diantarkan ke
ruang/ meja yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada di
tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu,

membawa surat yang telah diproses di loket/meja pelayanan untuk
diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Camat serta membawa ke
Camat untuk di tandatangani. Seteléah selesai dikembalikan ke
loket/meja pelayanan; dan

memperbaharui semua informasi di papan informasi.

Petugas loket,/Penerima berkas mempunyai tugas, antara lain :

a.

.

e o

509

menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang
diajukan warga masyarakat;

menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas
yang belum lengkap;

memeriksa/melaksanakan  verifikasi Ierkas dan  pertimbangan
administrasi;

jika tidak lengkap berkas dikembalik:an kepada pemohon untuk
dilengkanpi, jika persyaratan lengkap maker berkas dilanjutkan ke Kepala
Seksi yang membidangi pelayanan untuk clivalidasi;

menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai;
mengagendakan surat masuk dan keluar;

menyusun berkas surat masuk dan keluar: di meja/loket pelayanan; dan
bertanggungjawab terhadap arsip Pelazyvanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN).



(3) Petugas Operator Komputer mempunyai tugas, antar lain :
a. memasukan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan
jenis pelayanan yang dimohon;
b. mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga
masyarakat;
mengumpulkan data-data yang diperhakan. delean detelesr frtenmrbemy,
memasukan data-data yang diperlukan da lam format database PATEN;
e. memperbaharui perkembangan data Kecamatan dan pelayanan publik;
dan
f. mengamankan data yang sudah terkumpuil (back-up) database ke dalam
media penyimpan atau komputer lainnya :secara berkala.

=P

(4) Petugas Pemegang Kas mempunyai tugas, anta ra lain :
a. berperan sebagai kasir di loket/meja pelay anan;
b. menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima

pembayaran kepada masyarakat penerime: pelayanan;
c. membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja

prleryerneny, dam
d. menyusun laporan keuangan secara berkala.

BAB Vi
PEMBIAYAAN DAN PENER: MAAN

Pasal 13

(1) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Administras | Terpadu Kecamatan (PATEN)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan daii Belanja Daerah Kabupaten
Katingan; dan

(2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyet.oran ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Bagan Alur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Bagan Alur Pelayanan Perijinan, tercantum dalam Lampiran II sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada t anggal diundangkan.
Ager stthep oreng Gapai  Thengetaridirya, e TheriniaiRar  Pengoncergean
Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Dit etapkan di Kasongan
pacia tanggal, 31 okt0ber Joly
BU PAT

AH MAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal. 31 owtopur Joly
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR |76
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